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Policy Brief ini membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap bencana di Indonesia, yang
meliputi belum optimalnya kesiapsiagaan bencana, keterbatasan anggaran dan pendanaan, belum memadainya infrastruktur
dan sarana prasarana kebencanaan, serta kompleksitas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan hasil
Survei Pelayanan Tanggap Bencana di Indonesia yang dilakukan oleh Pusjar SKPP LAN terhadap 662 responden dari unsur
pemerintah dan masyarakat, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kebencanaan masih memerlukan
penguatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Policy Brief ini menawarkan empat alternatif kebijakan, yaitu (1)

© optimalisasi proses kesiapsiagaan bencana melalui penguatan sarana mitigasi, simulasi kebencanaan, disaster toolkit, dan
N literasi kebencanaan; (2) reformasi kebijakan pendanaan melalui penganggaran yang adaptif, percepatan Dana Siap Pakai
8 (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang; (3) penguatan infrastruktur kebencanaan dan kapasitas
— sumber daya manusia; serta (4) penguatan tata kelola penanggulangan bencana melalui sistem relawan yang terstruktur dan
) sistem informasi berbasis data yang terintegrasi. Policy Brief ini memberikan rekomendasi agar memperkuat reformasi
- pendanaan penanggulangan bencana, meningkatkan profesionalisme aparatur, mengembangkan sistem relawan yang
I berkelanjutan, serta membangun tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi melalui Incident Command System
b (ICS), platform data real-time, dan dashboard logistik. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan
o pelayanan tanggap bencana yang lebih cepat, tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat,
(a8 hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
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Keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak, mulai dari
pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat sebagai aktor utama yang berada di wilayah terdampak.
Berbagai uraian tersebut memberikan gambaran bahwa penanggulangan bencana merupakan isu yang tidak hanya berkaitan
dengan kapasitas kelembagaan pemerintah, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan
sarana mitigasi yang tersedia.

Hasil survei dan analisis dalam policy brief ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi penyelenggaraan
penanggulangan bencana, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan
berorientasi pada penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

| DEsKRIPSI MAsALAH S

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 662 responden, yang terdiri atas 498 responden dari unsur pemerintah dan 164
responden dari unsur masyarakat, serta mencakup lima klaster wilayah di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatra, Papua-Maluku-
Nusa Tenggara Timur (NTT)-Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa-Bali, dan Sulawesi, diperoleh gambaran mengenai berbagai
tantangan kesiapsiagaan bencana masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian. Identifikasi terhadap
persepsi responden menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu strategis yang memengaruhi efektivitas upaya penanggulangan
bencana, diantaranya:
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1. MENURUT ANDA, BAGAIMANA KECEPATAN
PENANGANAN BENCANA DI DAERAH ANDA?
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Hasil survei menunjukkan bahwa pelayanan tanggap bencana masih menghadapi berbagai
keterbatasan, terutama pada aspek penyediaan informasi kebencanaan, ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung, serta kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Meskipun sebanyak 77% responden menilai penanganan bencana di daerah telah
berlangsung dengan cepat, masih terdapat 23% responden yang menyatakan bahwa
penanganan bencana belum berjalan secara optimal. Persepsi tersebut sejalan dengan
temuan bahwa 22% responden mengaku belum pernah melihat keberadaan tanda et L e Lo T T
peringatan, larangan, maupun informasi bahaya di kawasan rawan bencana, yang g €D s
menunjukkan belum meratanya penyediaan informasi risiko sebagai bagian dari pelayanan <
kebencanaan.

@ Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan Menghambat
Optimalisasi Pelayanan Tanggap Bencana

2. APAKAH ANDA PERNAH MELIHAT PENEMPATAN

Keterbatasan anggaran dan pendanaan menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan tanggap bencana. Hasil
survei menunjukkan bahwa aspek ini merupakan tantangan yang paling dominan dengan 167 responden (34%) menyatakan
bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal pemerintah
dalam mendukung kegiatan pelayanan tanggap bencana hingga pelayanan pemulihan/pembangunan kembali wilayah
terdampak secara optimal. Keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak secara internal organisasi, sepertiminimnya upaya
pengembangan kapasitas aparatur dalam mengoperasikan peralatan kebencanaan. Lebih dari itu, keterbatasan anggaran
berdampak pada minimnya pelaksanaan kegiatan edukasi atau sosialisasi kebencanaan yang merupakan kebutuhan
masyarakat, terutama yang tinggal di daerah yang berpotensi bencana.

f ~ Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Menghadapi Kompleksitas yang Tinggi

Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berperan
dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, serta pelayanan publik pascabencana. Hasil survei menunjukkan
bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah, sebagaimana diungkapkan
oleh 57 responden (11%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemulihan pascabencana belum sepenuhnya mampu
berlangsung secara efektif dan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Permasalahan tersebut
dipengaruhi oleh kompleksitas proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, hingga koordinasi antarinstansi. Selain itu, proses pemulihan yang membutuhkan waktu relatif
panjang turut menyebabkan percepatan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi
masyarakat belum berjalan secara optimal.

Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Kebencanaan

Hasil survei juga menunjukkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kebencanaan belum sepenuhnya memadai, baik
dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah maupun dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat
terjadi bencana. etersediaan infrastruktur dan sarana prasarana merupakan salah satu faktor penentu dalam mewujudkan
pelayanan tanggap bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
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Temuan survei menunjukkan sebanyak 79 responden (16%) menilai keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana masih
menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut tercermin
dari masih terbatasnya berbagai fasilitas pendukung pelayanan kebencanaan, seperti media center, rumah sakit lapangan
beserta prasarana yang terstandar, trauma center, sarana transportasi kebencanaan, serta belum adanya standar
pembangunan fasilitas umum yang tahan terhadap risiko bencana.

Di samping itu, berbagai sarana pendukung pelayanan tanggap bencana juga masih belum tersedia secara optimal di berbagai
wilayah. Beberapa komponen penting, seperti jalur evakuasi, pedoman titik kumpul, simulasi kebencanaan, toolkit bencana,
kurikulum kebencanaan, serta peralatan teknis penanggulangan bencana masih terbatas ketersediaannya. Kondisi tersebut
juga tercermin pada penyediaan Early Warning System (EWS) sebagai salah satu layanan dasar dalam penanggulangan
bencana yang belum tersedia secara merata. Bahkan pada beberapa wilayah, satu perangkat EWS masih digunakan untuk
menjangkau beberapa kawasan rawan bencana sekaligus.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai tantangan yang teridentifikasi, terdapat sejumlah alternatif kebijakan yang dapat
dipertimbangkan guna memperkuat pelayanan tanggap bencana.

01 Memperkuat Siaga Bencana Terpadu: Sarana, Simulasi, dan Sinergi

Proses kesiapsiagaan bencana memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat sebagai fondasi dalam
membangun pelayanan tanggap bencana yang efektif. Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah ketersediaan sarana
pendukung kesiapsiagaan, seperti jalur evakuasi, pedoman titik kumpul, dan rambu evakuasi. Hingga saat ini, ketiga sarana
tersebut masih belum tersedia secara memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selain itu, efektivitas
pemanfaatannya juga sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan tata cara penggunaannya.
Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menyebabkan sarana yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal
ketika bencana terjadi.

Selain penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas masyarakat juga perlu diperkuat melalui pelaksanaan
simulasi kebencanaan, penyediaan disaster toolkit, dan penguatan pendidikan kebencanaan. Simulasi yang dilakukan secara
berkala akan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengambil tindakan yang tepat saat terjadi bencana.
Keterbatasan anggaran banyak menjadi alasan bagi penyediaannya. Kolaborasi dengan pihak swasta (melalui TJSL) dan
menghimpun partsipasi masyarakat dapat dijadikan media untuk pengadaannya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di
daerah dengan resiko bencana yang tinggi. Pada aspek pendidikan, penguatan literasi kebencanaan dapat dilakukan melalui
integrasi materi kebencanaan ke dalam berbagai mata pelajaran, sehingga pemahaman mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan
dapat ditanamkan secara lebih luas dan berkelanjutan sejak usia dini.

o Penetapan Skala Prioritas Penganggaran dan Reformasi Kebijakan Pendanaan

Kebencanaan

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan penganggaran tanggap bencana yang bersifat asimetris, khususnya bagi daerah
dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Pendekatan tersebut diperlukan agar alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan
karakteristik dan tingkat kerawanan wilayah, sehingga kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pelayanan tanggap
bencana menjadi lebih optimal. Kebijakan tersebut juga perlu didukung oleh penyederhanaan mekanisme administrasi dan
pertanggungjawaban keuangan yang tetap akuntabel, namun lebih adaptif terhadap kondisi kedaruratan, sehingga tidak
menghambat kecepatan pengambilan keputusan dan penyaluran pembiayaan pada saat bencana terjadi. Selanjutnya, sistem
pembiayaan penanggulangan bencana perlu diarahkan menjadi lebih adaptif dan responsif melalui percepatan mekanisme
penyaluran Dana Siap Pakai (DSP), serta pengembangan instrumen pembiayaan jangka panjang, seperti catastrophe bond dan
Pooling Fund Bencana. Langkah tersebut penting untuk membangun sistem pendanaan yang mampu menjamin keberlanjutan
pelayanan kebencanaan, mulai dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. World Bank
menegaskan bahwa penerapan Disaster Risk Financing memungkinkan pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang lebih siap
dalam menghadapi bencana, sehingga respons dan pemulihan pascabencana dapat dilaksanakan secara lebih cepat tanpa
mengganggu stabilitas fiskal maupun keberlangsungan agenda pembangunan.

03 Membangun Infrastruktur Kebencanaan yang Tangguh dan Adaptif

Pembangunan di wilayah rawan bencana perlu menerapkan prinsip ketahanan terhadap risiko bencana melalui penggunaan
desain bangunan yang tahan bencana, material konstruksi yang sesuai standar, serta teknologi yang ramah lingkungan.
Bangunan milik pemerintah perlu menjadi prioritas agar tetap dapat difungsikan sebagai pusat pelayanan dan penanganan
darurat ketika bencana terjadi. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan
perguruan tinggi, asosiasi profesi, komunitas, dan sektor swasta dalam penyediaan teknologi, inovasi, maupun pembiayaan.
Selain itu, penyediaan prasarana utilitas dasar, seperti generator listrik dan tangki air bersih, perlu diprioritaskan di wilayah
rawan bencana guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

e Beyond Response: Transformasi Pelayanan Tanggap Bencana yang Cepat, Tangguh, dan
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Ketersediaan prasarana tersebut harus diiringi dengan pemeliharaan secara berkala agar tetap berfungsi optimal
pada saat kondisi darurat. Penguatan infrastruktur juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya
manusia sebagai faktor utama dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan pelayanan kebencanaan. Upaya
tersebut dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi secara berkelanjutan, pengembangan mekanisme cascading
knowledge, serta penguatan knowledge management system sebagai sarana berbagi pengetahuan, pengalaman, dan
praktik baik antarpenyelenggara penanggulangan bencana.
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04 Penguatan Sistem Relawan yang Terstruktur SAYA AKAN TURUT MEMBANTU
PENANGGULANGAN BENCANA (MASYARAKAT)

Hasil survei menunjukkan masyarakat memiliki modal sosial yang
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Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan Relawan

Tanggap Bencana Berbasis Kelurahan (RTBBK), penerapan sistem

registrasi relawan secara digital dan terpadu, penyelenggaraan ® TIDAK SETUJU

pembinaan serta pelatihan secara berkelanjutan, serta penyediaan

mekanisme insentif untuk menjaga keberlanjutan partisipasi relawan. Dengan sistem relawan yang terorganisasi, potensi
masyarakat dapat dimobilisasi secara lebih cepat, terkoordinasi, dan adaptif untuk mendukung pelayanan tanggap bencana
pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana. Di sisi lain, penguatan tata kelola penanggulangan bencana perlu diarahkan pada pembangunan sistem yang
terintegrasi dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penerapan Incident Command System (ICS) secara terpadu, pengembangan
platform data real-time, penguatan diskresi komando lapangan, serta penyediaan dashboard logistik yang mampu
menyajikan informasi mengenai ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi bantuan secara transparan. Integrasi sistem
informasi tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya frekuensi kejadian bencana yang menuntut proses
koordinasi, pengambilan keputusan, mobilisasi sumber daya, dan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih cepat, tepat
sasaran, dan akuntabel.
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